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Dalam pemanfaatan ruang, 
setiap orang wajib: (Psl 61)
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan 
ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam
persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan 
sebagai milik umum.



Sanksi administrasi (Psl 62)
Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61, dikenai sanksi 
administratif.



Bentuk sanksi administrasi (Psl 63)
 a. peringatan tertulis;

 b. penghentian sementara kegiatan;

 c. penghentian sementara pelayanan umum;

 d. penutupan lokasi;

 e. pencabutan izin;

 f. pembatalan izin;

 g. pembongkaran bangunan;

 h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

 i. denda administratif.



Sarana hukum perdata
 Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan

penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui
pengadilan. (Psl 66)

Pasal 67
(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap

pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah 
untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat 
menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.



Sarana hukum pidana
 Pasal 75

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat
menuntut ganti kerugian secara perdata kepada 
pelaku tindak pidana.

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai dengan hukum acara pidana.



Aparat penegak hukum
Pejabat penyidik kepolisian negara Republik 

Indonesia

Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan 
instansi pemerintah  yang lingkup tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang penataan 
ruang



Wewenang 
 Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana 
dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam 
bidang penataan ruang;



 d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen

yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang 
penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga 
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara 
tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan 
ruang



Sekian....

Terima kasih


